
Mengingat ... 

t 

c. 

b. bahwa penetapan mengenai Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Oaerah sebagairnana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, merupakan dasar bagi 
perhitungan guna menetapkan besaran Tunjangan 
Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses bagi 
pjmpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sintang serta perhitungan bagi 
beearan Dana Operasional Pimpinan Dewan Pcrwakilan 
RaJ,:;yat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
2017; 

bah- t,erdasarkan maksud tersebut pada huruf a dan 
huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk 
menetapkan Pcraturan Bupati tentang Pcngelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun Angg11f8J12017; 

; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional, serta berdasarkan Pasal 8 ayat (4) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Admi.nistratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sintang, maka diperlukan 
pengaturan tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keua.ngan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
2018; 

Menimbang 

BUPATI SllffAIIG 
PROVIIf8J KALDIABTAII BARAT 

PBRATURAlf BUPATI SDITAIIG 
NOMOR 59 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN SINTANO TAHUN ANOOARAN 2017 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SlNTANO, • 



8. Undang-Undang ... 

7. 

undanl:'Undang Nomor 9 Tahun 2010 teocang 
Kepr<>tokolan (Lembaran Negara Republik l.ndonesia 
Tahun 2010 Nomoc 125, Tarnoohan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 51661; 

undan8-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeli$ 
Perlllusyawaratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat.. 
[)eWaD ~ Daerah. Dan 0.-,.-an ~-aJcilan 
Rak)'.t Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tarobahan Lt:mbe.ran Negara 
RepUblik Indonesia Nomor 5568); 

6. 

5. 

4. Uodang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubuk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambe.ban Lembaran 
Negara l«publilc Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undan.g Nomor 2 Tah\lll 2008 tentang Pa.nai 
Politil< (Lembaran Negara Republi.lc Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2. Tarobahan Lembaran Negara Repubillc 
lndon~ia Nomor 4801} sebagaimana telah diubah 
dengan Undang·Undang Nomor 2 Tahun 2011 
(Letobaran Negiu,,. Republik Indonesia Tahun 2011 
Norn<>r 8. Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Jnclonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik 1.odonttia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Segara 
Republilc. Indonesia Nomor 42861; 

~dang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
~etapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

19~3 tentang Pembentukan Dacrah Tinglcat U Di 
Kabroantan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun. 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lcmbe.ran Negara 
Republik lndon«ia Nomor 352) Sebragiai Undang· 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tarobahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1983 tentang Pa.iak 
Penghasdan (Lcmbaran Negara Republik indone5,a 
Tahun 1983 Nomor 56. Tambe.ban Lemberan Negara 
Republik lndone,;ia Nomor 3263). scbagaimana telah 
d.iubah beberapa kali teraldur dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rcpublil< 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Tambebao 
Lembaran Negara Republ.i.k Indonesia Nomor 4893); 

1. 

I 
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Mengingat 
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16. Pcraturan ... 

15. 

Pcraturan oaerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 
rah Kabupaten Sintang (Lembaran Oaerah 

~bu ten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lero~ Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); 

oaerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 
Pcraturan tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
2016 te':cabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 
Daerah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 
(Lemberan 
NoJDOC 8 ); 

14. 

{ 
13. ' 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
25) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 3); 

Pcraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 
Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor l); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kcmampuan Keuangan Daerah 
Serta Pclaksanaan dan Pcrtanggungjawab Dana 
Operasional; 

9. 

Undang-Undan 
Pemerintahan g 

O 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Indonesia Tah aerah (Lembaran Negara Republik 
Lembaran N un 2014 Nomor 244, Tambahan 
sebagaim egara Republik Indonesia Nomor 5587) 
den an ana telah diubah bebcrapa kali terakhir 
(Le!b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
No aran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
ln;or . 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

ones1a Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4578) 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); • 

8. 
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8. Selcrctariat ... 

yang 
ketua 6. Pimpinan DPRD ad~~~i kepejabatdandawakile~ 

inemegang jabatan. se tua 
DPRD l{abupaten Sintang, 

ArJaOtB oPRD adalab pejabat daerah yang memegang 
1· . batan sebaga.i anggota OPRD Kabupatcn Smtang 

~ telah mengucapkan sumpah/janji berdasarl<an 
keteJltuaD Peraturan Perundang-Ul'dangan. 

4. Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkal OPRD adalah Lembag;a perwalcilan rakyat 
daerah sebaga.i unsur penyclcnggara Pemcrintahan 
oaerah Kabupaten Sintang. 

s. Kepala Oaerah adalah Bupeti Sintang. 

3. Pemcrintah Oaerah adalah Kepela Oacrah sebagai 
unsur penyclenggllnl pemerintahan dacrah yang 
mcrnimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan yang 
mcnjadi kewcnang;u, dacrah otonom. 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Dacrah adalah Kabupaten Sintang. 

2. Pcmerintahan Dacrah adalah pcnyclcnggaraan urusan 
Pemerintahan olch Pemcrintah Dacrah dan Dewan 
Pcrwalcilan Rakyat Dacrah mcnurut asas otonomi dan 
tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Rcpublik Indonesia sebagaimana dima.lcsud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1945. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN PEN BUPATI SINTANG TENTANG 
GELOMPOKA.N KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017. 

Peraturan Daerah 2017 tcntan Kabupetcn Sintang Nomor 5 Tahun 
Pitnpinan w! Hak Kcuang.an dan Administratif 
Daerah Kab Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupatcn s· utanpeten Sintang (Lcmbaran Daerah 

m g Tahun 2017 Nomor 5 ); 

MEMUI'USKAN : 

16. 

Menetapkan 



J(emampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) 
1ce1ompok, yaitu: 
a. tinsgi; 
b. sedang; dan 
c. rendah 

< 
' 

I 
BABU 

TATA CA.RA PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

14. Anggaran Pendapacan dan Belanja Daerah yang 
sclanjucnya disingkat APBD adalah rcncana Kcuangan 
Tahunan Dacrah yang ditetapkan dcngan Peraruran 
Daerah. 

12. Tunjangan Reses yang sclanjutnya disingkat TR 
adalah uang yang dibcrikan setiap melaksanakan 
reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

13. Dana Opcrasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya 
disingkat DO adalah dana yang diberikan seuap bulan 
kepada Pimpinan DPRD untu.k mcnunjang kegiatan 
operasional yang berkaitan dcngan representasi, 
pelayanan dan kcbutuhan lain guna mclancarkan 
pclaksanaan cugas Pimpinan DPRD sehari-hari, 

:ompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah 
sifikasi suatu dacrah untuk menentukan kclompok 

Kemampuan Kcuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar pcrhitungan 
besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan 
Reses dan Dana Opcrasional Pimpinan DPRD. 

Tunjangan Komunikasi lntensif yang selanjutnya 
disingkat TKI adalah uang yang diberikan sctiap bulan 
untuk pcningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD 
dan Anggota DPRD. 

11. 

10. 

9· 
~krctaris_ D~RD adalah Pejabat Perangkat Daerah 
Y g mcrrumpm Sekrctariat DPRD Kabupatcn Sintang. 

unsur pendukung DPRD 8. Sekrctanat DPRD adalah 
Kabupaten Sintang. 

Pasal 3 ... 



.. 

a. belanja ... 

(I) Rincian realisasi pendapatan umwn daerah 
Kabupatcn Sintang Tahun Anggaran 2015 adalah 
eebagai berikut: 
a. pendapatan asli daerah scbcsar Rp. 

103.993.546.782,94 [seratus tiga milyar scmbilan 
ratua scmbilan puluh tiga juta lima ratus empat 
puluh cnam ribu tujuh ratus delapan puluh dua 
rupiah koma sembilan puluh empat sen); 

b. danA begi basil sebesar Rp. 53.221.591.137,00 (lima 
puluh tip rnilyar dua ratus dua puluh satu juta 
liJna ratua sembilan puluh satu ribu seratus tiga 
puluh rujuh rupiah); 

c. dana alokasi urnurn sebesar Rp. 
868.071.560.000,00 (delapan ratus cnam puluh 
delapan milyar tujuh puluh satu juta Jima ratus 
cnam puJuh ribu rupiah). 

(2) Rindan reeliMsi belanja pegawai Kabupatcn Sintang 
Tahun ~ 2015 adalah sebagai berikut: 

BAB Ill 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

PasalS 

(2) Pcrhitungan Kcmampuan Kcuangan Dacrah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilalrukan oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Oaerah. 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan 
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupatcn Sintang 
Tahun Anggaran 2017 scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Kabupatcn 
Sintang Tahun Anggaran 2015. ' 

(3) Belanja pcgawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas bclanja gaji dan tunjangan serta tambahan 
pcnghasilan pcgawai aparatur sipil ncgara. 

Pasal 4 

Pasal 3 

(l) Pencntuan kelompok Kcmampuan Keuangan Daerah 
Kabupatcn Sintang sebazaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dihi ..._ tung berdasarkan besaran pendapatan 
umum daerah dikurangi dcngan bclanja pcgawai 
aparatuj- sipil negara. 

(2) Pendapatan umum dacrah scbagaimana dimaksud 
pada ay~t ( 1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana 
bagi hast! dan dana alokasi umum. 

r.,IJlOO 
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BABIV ... 

TIO dan 1'R bagi Pirnpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Si tang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud 
d::;811l PaaaJ 5 ayat (5) dan Belanja DO Pimpinan DPRD 
K.ab paten Sintan& Tahun Anggaran 2017 sebagaimana 
~ud dalam Pasal 5 ayat (6), disesuaikan dengan 
kernAJXlPuan APBD Kabupaten Sintang Tahllll Anggaran 

2017 
dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

supe.ti. 

Pasal 6 

(5) Pcngelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcrupakan 
dasar bagi pcnetapan besaran TICI dan TR bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupat.en Sintang 
Tahun Anggaran 2017. 

(6) Pcngelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupatcn Sintang Tahun Anggaran 2017 
scbagairnana dirnaksud pada ayat (3) merupakan 
daear bagj pcnctapan besaran Bclanja DO bagi 
Pirnpinan DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
2017. 

(4) Bcrdasarkan nilai nominal Kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
2017 sebagaimana climaksud pada ayat (3), maka 
Kcmampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang 
tcrmasuk dalam kategori Kelompok Kemampuan 
Kcuangan Daerah Tinggj, yaitu diata& Rp. 
550.000.000.000,00 pima ratus lima puJuh milyar 
rupiah). 

a. ~lanja gaji clan tunjangan sebesar t 331.407.541.531,00 (tiga ratus tiga puluh satu 
~ar empat ra_tus tl.tjuh juta lima ratus cmpat 

b ~.:. satu nbu lima ratus tiga puluh satu rupiah); 
· Ja tam bah an pcnghasilan sebesar 

Rp. 52.364.506.206,00 (lima puluh dua milyar tiga 
ratus enam puluh empat juta lima ratus enam ribu 
dua ratus enam rupiah). 

13) Berdasarkan realisasi pcndapatan umum daerah dan 
realisasi bclanja pcgawai Kabupaten Sintang Tahun 
Anggaran 2015, maka Kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 adalah 
sebesar Rp. 641.514.650.182,94 (enam ratus empat 
puluh satu milyar lima ratus empat belas juta enam 
ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh dua 
rupiah koma sembilan puluh empat sen). 
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TOSBPIIA RABIIAH 81]fTAIIO TAHUJf :1()17 JlfOMOR 59 
llSIUTA DA.DAB KA81JPATP 
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Diundangkan di Sintang 
pe.da tanggal 3 l Agustus 20 17 

-·--ATP 81JfTA110, &m.BTAIUB DABRMI ..-v• 
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Oitetapkan di Sintang 
pada tanggal 31 Agustus 2017 

~ BUPATI SIRTi tf 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

A r setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan ~eraturan 
B~pati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Smtang. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 ' 

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pcraturan Bupati Sintang 
Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Serita Oa~rah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 148) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

(2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan 
pada tanggal l September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. 

BAB JV 

l<ETEN'l'IJAN WN-LAJN 

Pasal 7 

(I) Petunjuk Pelaksanaan Yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur 
dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut sesuai kctentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

r 1111 ,12 

 


